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BUPATI INDRAGIRI HIIIR
PERATURAN OAERAH MBUPATEN INDRAAIRI HILIR

NOMOR 86 TAHUN 2OOO

Menimbang :  a.

TENTANG
RETRIBUSI PEMBUANAAN LIMBAH

DENGAN RAHITAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

bahwa seguai  dengan burry i  Pasal  1O huruf  (c)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang penge
' l  o l  aan Ll  ngkungan Hl dup dl  nyatakan bahwa pemeri  n
t  ah bo rkewal i  ban unt uk mewuJ udkan ,  menumbuhkan ,
mengembangkan dan men{ngkatkan kemltraan antara
masyarakat,dimana usaha Pemerlnt ,ah dalam upaya
pel  ostaral  an daya dukung dan daya tampung' l  ingkungan hidup.

bahwa set I  ap kagl  atan yang bergerak dl  b l  dang
i  ndust r  i  ,  j  asa perhotel  an,  pel  ayanan ke'sehatan, rumah
sak J t  ,  rumah borsal  {  n,  rumah makan dan sal  on kecan
t J kan yang menghasl  I  kan I  lmbalr  dan di  buang lang
sung kemedl a 1 lngkunganrakan berpotef is l  menlmbul
kan pencemaran serta berpengaruh terhadap daya
dukung dan daya tampung l {ngkungan htdup.

bahwa Pasal  8 ayal  (2)  huruf  (c)  Undang-undang No
23 Tahun 1997 tentang Pongelolaan Llngkungan Htdup
menyatakan bahwa Pemerlntah berwenang untuk mongsm
bangkan pendanaan bagl  upaya pelestar lan fungsi
Lingkungan Hldup segua{ Peraturan Perundang-
undangan yang ber laku.

d.  bahwa da' lam rangka menggal 1 sumber keuangan bagi
Penadapatan Asl  I  Daerah dlpandang per lu untuk
merubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1 992
tentang Retr lbuel  L lmbah.

Mengingat :  1.  Undang-undang Nomor 6 Tahun 1905 tentang Pemben
tukan Kabupaten Indraglr l  Hl l l r  (LN Tahun 1905
Nomor 49,TLN Nomor 2751.

Undang-undang Nomor O1 Tahun' l  967 Jo Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanarnan Modal Aslng
( L:  N Tahun 1967 Nornor

Undang-undang Nomor .  23 Tahun 1 997 tentang
Pengelo ' lban Llngkungan Hldup (LN Tahun

4, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1 999 tentang
Pemerlntahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 760,TLN
Nomor 3839 ) .

b.

c.
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5. Peraturan Pemer{ntah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordlnasl  Instanel  Vert lkal  d l  Daerah.

6.  Peraturan Pemer{ntah Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendal I  an Pencemaran Al  r .

7.  Peraturan Pemerlntah Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Anal {sa Mengenal Dampak Llngkungan.

8.  Peraturan Pemor{ntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Pembag' l  an Kowenangan ant ara Pemer. f  nt  ah pusat dan
Daerah Otonom,

9. Keputusan Menter{  Negara Llngkungan Hldup Nomor 51
/MENLH/I0/1995 tentang Baku Mutu Ltmbah Galr  bagl
Kegl  atan Indust r l  .

10.  Keputusan Menter l  l legara Llngkungan Hldup Nomor 52
/MENLH/I0l1995 tentang Baku Mutu Llmbah Ca{r bagt
Keglatan Hotel .

1 1 .  Keputusan Menter l  Negara Llngkungan Hldup Nomor 58
/MENLH/I0/1995 tentang Bauku Mutu Llmbah Calr  bagt
kegl  at  an Rumah Sakl t .

12.  Keputusan Gubernur Rlau Nomor 15 Tahun 2000 ten
tang {  z ln Pombuangan Llmbah Cal r  c l l  Proplnel  Rlau.

Dengan PersetuJuan Dowan Perwak{ lan Rakyat Daerah Kabupaten
Indrag j  r i  l i i ' l  i  r .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAOIRI HILIR TENTANQ
NETRIBUSI PEMBUANGAN LIMBAH.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da' lam Peraturan Daorah tn1 yang dlmakgud dengan i

a.  Daerah adalah Kabupaten lndraglr l  HJI{r .

b.  Kepala Daerah adalah Bupat l  Indraglr l  Hl l l r .

c.  Pemerlntah Daerah adalah Pcmerlntah Daerah Kabupa
ton Indragl  r {  H{ I  {  r '

d.  BAPEDALDA adalah BAPEDALOA 
'Kabupaten 

Indraglr l
Hi ' l  i  r .

o.  Dlnas Pendapatan Daerah adalah Dlnas Pendapatan
Daerah Kabupaten Indragl  r l  Hl  I  I  r .
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f  .  Pengelolaan ! ' lngkungan H{dup adalah upaya terpadu
untuk melestar lkan fungsl  l {ngkungan hldup yang
me I  I  put  I  keb I  J aksanaan penat aan ,  pemanfaat an ,
Pengembangan, pemel I  haraan, pemul I  han, pengawasan
dan Pengendal lan Llngkungan Hldup.

9.  Pelestar lan fungsl  L lngkungan Hldup adalah
rangkalan -  upaya untuk memel lhara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung l lngkungan hldup.

h.  Daya dukung I  lngkungan hldup adalah kemampuan
I ingkungan h- ldup untuk mEndukung per l  keh{dupan
manuela dan mahluk hldup la{nnya.

i .  Daya Tampung I  {ngkungan hldup ada' lah kemanrpuan' l  ingkungan hldup untuk msny6rap zat,  snorgl  .  c lan
atau kemampuan la in yang masuk atau dlmagukkan
kedal  amnya.

j ,  Pelestar ian daya dukung i  lngkungan hldup adalah
rangkaian upaya untuk mel lndungl  kemampuan dan
atau dampak negat{ f  yang dl t lmbulkan olch suatu

.  kegi  at  an agar tetap mampu mendukung per l
'  kehldupan maltusla dan mahluk la lnnya.

k.  Pelestar lan daya tarnpung l lngkungan hldup adalah
rangkalan upoya untul t  mel lndungl  kemarnpuan
l lngkungan hldup untuk monyerap zat,  energl  dan
at au kotnarrpuan I  a l  n yang d I  buang kedal  amnya.

1.  L lmbah adalalr  g lga suatu usaha dan atau kegiatan.

m. Baku mutu l lngkungan hldup adalah ukuran batag
atau kadar mahluk hi  dup, zat ,  cnergl  ,  atau
komponen yang ada, atau harus ada dan atau unsur
pencemaran yang d{tangguh keberadaannya d{dalam
suatu sunrber daya tartentu sebaga{ unsur
' l  lngkungan hldup.

n.  Medja I  ingkungan adalah suatu kesatuan sumber
daya yang terdir l  atas Air ,  Tanah dan atau Udara..

0.  Retr ibuai  Pembuangarl  L imbah adalah pungutan
'  Daerah yang dibebankan kepada set lap orang atau

Badan Hukum yang melakukan keglatan ugaha bldang
Indugtr l ,Jasa PerhotelanrRumah Sakl t ,Rumah Bersa
1 ln,Restoran,Rumah Makan dan Salon Kecant lkan
yang menghasl  lkan Llmbah dan dtbuang Kemedla
Li  ngkungan.

BAB I I
TYETYENANG PENGELOLAAN' LINOKUNOAN HIDUP

Pasal 2 '

(1 )  Daerah berwenang mengolola $umber daya Naslonal  yang
tersadla dlwi layahnya dan bertanggufrg jawab momol{hara
ke ' l  eet  at  1 an 1 i  ngkungan eeaual
Perundang-urrdangan.

dengnn Peraturan
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(2) Untuk melaksanakan kewenangan
ayat (1 ) ,Daerah berkcwaJlban
I lngkungan hlduP.

sebaga{mana dlmaksud
mel akukan pongelol  aan

(1) Da' lam rangka pengelolaan I  lngkungan hldup Pemerlntah
Kabupat en berkdwaJ I  ban untt tk i

a.  Mewurudkan,menumbuhkan,mengembangkan dan menlngkat
kan kasadaran dan tanggung Jawab para pengambl l
kcputusan dalam pongelolaan l lngkungan hldup.

b,  MewuJudkan,menumbuhkan,mangsmbangkan kegadaran akan
hak dan tanggung Jawab masyarakat dalam peng€lolaan

'  I  I  ngkungan ht  duP.

G. MewuJ udkarr  rmsnumbuhkon rmengernbangkan kesadaran ke
mltraarr  antara masyarakat dunla usaha dan pemerln
t  Eh da1 arn upaya pe I  eat  ar  {  an daya dt lkung dan daya
tampung I  lngkungan hlduP.

d.  Mengembangkan dan mcnerEpkan kebl  laksanaan.Naslonal
pengol  o ' l  a in I  {  ngkungan hl  dup yang menJ a! !n .  t  crpe
i tn i ranya daya clukun0 dan daya tampung l lngkungan
h I  duP.

e.  Mengembangkan dan menotapkan pcrangkat yang bors ' l
fat  prevont i f  dan proakt{ f  dalarn upaya pgncegahan
psnurunon ,caya dul<ung dan daya tampung l lngkungan
hlduP.

f  .  Mengembangkan dan metnanf aat kan t  ekhno' logi  yang
akrab l ingkurrgan hlduP

g. Merryelcnggarakan poncl  t t lan dan mengembangan d{bt

dang 1 ' lngkungan hl  duP.

h.  Menyedlakan lnformast l lngkungan hldup dan menye
barkattnYa ksPada masYarakat '

J .  Metnber lkan penghargaan kepada orang atau lembaga"
yang berJaga dlbldang l lngkungan hldup'

BAB I I I
PELESTARAIAN FUI ' IGSI LINGKUNAAN HIDUP

Paaal 4

(1 )  Untut i  menJumln pelestar lan fungsl  l lngkungan hldup,

set lap usaha dan atau keglatan d{ larang melanggar baku

mutu dan luaf i tas baku kerusakan l lngkungan hldup

(2) Kotentuan mongcnal  baku mutt l ' l lngkUhgan^ hldUp dan baku

mutu Xorugi i l i  l lngkungan hlduprpencegahan dan .  penang

JJi ing"n pencemaran ier th pemul lhan daya dukungnya
mengacu X"b"ai  ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Yang ber ' f  aku '
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Pasal s
(1 )  Setrap penanggung Jawab uoaha dan at ly kegratan waj{b

[ :J?l i : l lXi l  
pensi I  or aan I rmbarr ' .nas I I  ; ; ;h; ' iun at au

(2) sei  t  ap r€ncana usaha,,dan 
l tau ! ,egJatan yang kemungk{nan dapat menlmhuikan aampat<--beear dan dampakpentrns terhadap r  rnskungin-- i ' ' tc t ip,waj t r  memr r  JkrAnal  I  sa Mengsnat Dampat:-r-rn6[unginl ' -

(  3 )  Ket ont uan mongena'r  j  en 1 s ueaha dan al  ?u keg r  at  a '  wal  1bmem{l{k i  Anal{sa nrengenof Oampif  ! ingkungan t{ tdup,
f i13' ; : .T: [ ; : "  

ketentuan Peratu; ; ;  peiunaani ] rn ioneon

Fasa' l  6
(1 )  set fap orang atat l  Badan Hukum yang molakukan usaha danatau kegiatan, di  rarang rnomltui is r  rmbah r<s mect ia' l  ingf :urrgan ataupun adanya suatu k lputusan i r ln ctar iPe J abat yang berrryenang.

(2) pemberlan lz in pembuangan l rmbah ke mectfa rrngkungansebasatmana dimaksud ayat ( i  i - i ' iq io,n ter .hadap I  t rnbahyang telah msmonuht feter i tuan-- iontarrg t reku mutu' l  l t tgkun0an h' l r l r rp ) /Bn9 dik; i r i r fun i iLf . ,  pemorJrr tah.

Pasa' l  7

(1) Soga' la keglatan usaha y?ng.trorgerak djb{dang Industr tJasa perhotsran,Rrrmarr saI t t ,numun'  Bersar rnrRestoran,Rumah Makan ctan saion xecintrk ln drwaJ ibkan untukmengor ah r  lmbahnya se$uai .  crengan rur, ,  mutu l  rngkungan
f : i?. f lJ tetapkan 

o' leh peraturai  F. l rnoong:rno"n; ; ; -yrne

(2) Frensawasan 
- tgr la! lp 

pelaksanaan ketcntuan ayat ( t  )d1 lakr.rksn oleh B/.PEDALDA Kal.rupi i "n.  
-

BAB IV
OBJEK DAN TARIF RETRII?USI

Pasal  I
(  1 )  Pombuangan L{.mbah yong d{ lakukan ke mectasebaga I  mana r l  i  maksud pada paiai--Z--ayat (pungutan oaerah ynr lg tJ{ssLiut  Ret i - ibus{

l - {mbah. 
.

(2) Kerva J ' lban pemba yaran
monghapus kowaJ lban
sobagalmana dlmaksud

I  lngkungan
I ) ,d lkenakan

Pembuangan

Rotr lbusI  pombuangon L{mbolr  t idakpongusaha untuk mongolah l lmbahnyapada pasal  7 ayat ( t ) .



Pasal I

(1 )  Penetapan tar l f  retr{bugl  pembuangan Llmbah dldasarkan
at ae begar kecJ I  nya pengaruh I  lmbah terhadap medl a' l  lngkungan yang dlpaka{,

(2) Tar l f  retr lbusl  Pembuangan Llmbah yang dtpungut dar{
Penguaaha aebagalmana dlmakgud pada paaal  7 ayat ( t  )
adalah sebagal  ber lkut  :
1.  Indugtr l  Pengolahan Kelapa . . . . , . .Rp. 1.OOO.-/Ton

2. Industr{  Pengolahan Kopra . . . . . . . .Rp. 1,000.- /Ton,

3.  lndustr{  Pengolahan Sagu . . . . . . . . .Rp. OO0.-/Ton,

4.  l r rdustr I  PengoIahan Kayu 0ergaj Ian
Ramlh . . .  . . . . . .  r . . . .  r .  r .  r . .  r . . . .Rp.
Stlntal  . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . .Rp.

5.  Industr l  Pengolahan Arang Bakau
datt  Tenlpurung . . . . . . . . . . . . . . .Rp.

6.  Industr i  Pengolahan Chtp Wood . . . .Rp.

7 ,  Indust t ' i  F 'engolatrarr  Padi  . . . . .  . .  . .Rp.

8.  Industr l  Pengolahan Jagung . . . . . . .Rp.

9.  l r rdugtr l  Pengolahan Pakan Ternak
ikan . . . . . . . . .  t .  r . . . . . .  r . . .  r . . . . . .Rp.

10. LImbah Hottr l  /  Penginapan.
-  Borbl l t tang . . , . . . . . . . . . . r . . . . . . .Rp.
- '  l ' ' lo ' l  at  i  . . . . .  . . . , .Rp.
- .  Penglnapan . . . .  r . . . , . . . . . . .Rp.
-  Wlgma . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .Rp.

11 .  Restor 'af ' r  /  Flumah Makan
Sampai dengan 12 kurgl  . . . . . . .  . .Rp.
13 3/d 30 kurs{ . . . . . . . . . r . . . . . .Rp.
31 kursi  atau leblh . . . . . . . . . . . .Rp.

12, Ikatr  basah clan sejet t iet tya .  r . . , .  ' .Hp.

I  3.  Rumah Sakl t  Swasta . . . . .  . .  .  . . .  .  . , .Rp.

f  . i  .  Runtalr  Be rsa l  ' i  n

|5.  Fraktol i  Doktor
Dokter sposlal  ls  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  RP .
Dokter Umum/Glgt Rp.

1 E. Sa]otr  Kecatr t  i  l<an .  .  .  .

17.  Barbershop (3 Bat lghu)

18. Prabot dan sajot t isr tYa

.  .  .  .  r  .  .  .  .  .  .  
I  

.  FP.

|  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  RP.

5 .000 .-  /M3 .
2.O00,- / l r l3,

5OO. - , /Ton,

2 .  000 ,-  /Ton,

500. - , /Ton.

2 .000 ,-  /Ton.

2 .000 ,- /Ton,

500, - /Hart
250. - /har l
I  00 .  - /har I
200. - /har i

|  00.  - /har l
200 .  -  lharI
300. - /har I

100 ,- /har l

5.000.- /har l

1 .O0O ,- /har l

2.000,- /har l
500 .  - , /har I

.5OO. - /har l

300. -  lhar i

I  00 .  - /har IRp.
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1 9.  Bengl<e 1
Mobi l  . . , . . . . ,  . . . . . . . . . . . . .Rp.
Sepeda Motor . . .  r .  r . . . . . . . , . . . . .Rp.
Mesin dan sejenjsnya . . . . . .Rp.
Pencucian mobi l /sert , {co .  .  .  . .  .  .  .Rp.

20, Home Induat r i  dan soJenJ snya. .  .  .  .  .Rp.

21 ,  Industr i  Pengolal tan Nenas.. . . . . . , .Rp.
2?, Tuf:atrg Pangkas Rambut . . , . .  . . . . . . .Rb.

23. Kglapa Sawit  . . . . . , . . . . . . . , , . . . . . ,Rp.

24, L{mbah la lnnya dapat c lJsesualkan
I Jmbafr  se janlsnya . . , . . . . . . . . . . . . .Rp.

ZOa.- /har l
t  00.- /hart
200 .  - , /har I
500 .  - /har J

200 .  - /har I

1 .  - /ka' long
| 00. - , /har l

.000 ,-  / lon

1 .000 ,- / ton

BA8 \,
PENANEOUI{G JAY'AB RETRIBUSi

Pasal  1 0

( 1 )  ' /ang bertanggung jarvab atas pembayaran retr lbusl  ln{  :

a.  Penr i  l  1k percrangan la lah orang yang borsangkutan,
kuasanya at  au alr  I  i  war l  Bnya.

b.  Penl i  I  i  l< dai^ I  13adan l . lukum i  a l  ah f rerrgurue atau kuasayang di tatapkan ololr  Badan Hukum tersebut.

c.  Untuk orang/Badan Hukum yang bertempat ' t lnggal  atau
ber^kedudukan di luar Daerah. ia lah waktt l iakl lnya'atau r) t '6hg yang menjalankan uaaha tersebut.

I

I
t
:

ll

I

I

(1)

BAB VI
T'ASA 'TERHU'TANA RETRIBUSI DAN DENDA

pasal  I  I

Parorangan, p€mi 1 1 k atau menguasa{ usaha dlmaksud waJ {b
nrGlunasi  rgtr ibusi  yang terhrJtang dongan ponyetoran ke
Kas Daerah atau [Jendaharay/an f(hrrsus pener lma.

Keter inmbaton atns pombayaran retr ibust  d{konakan
denda sabo.sar ?5 i t5 (  r lun pul  uh I  Jma p6f.s€n )  perhar l
dar i  jumlah retr i l rug i  te rhutang.

/o\

gAB VII
TATA CAfIA PEMUNGUTAN

Pagal 12

( I  )  Pemrrngutan retr lbusi  d i  laksanakan oleh Dlnas penda
patan Oaeraf atau yang dikuasakan, yang pelaksanaan
r;eianjutnya al ian dlatur dongan Keputusan Kepala
[Jaora] t .

I
t
t
T
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(2) untuk penyetoran'  retr{busl  d lpergunakan surat  eetoran,kartu Tanda Lunag atau kar i i  e yang bentut<nyadl  tentukan ol ,eh Kepala Daerah.

BAB VII I
TUGAS. OAN TANGGUNG \,ATVAB BENDAHARAT'AN'  KHUsus pEneniun-'

Pasal 1 g .
(  1 )  Selambat- lambatnya dalam 1 (eatu) hart  ker ja setelahpsnerJmaan 30mua hasJ I  pemungutan retr ibusi  sudahdisetorkan oreh Bendaharawan xf iusJe penor ima ke KasDue rah .

(2) Ponylmpangart  dar i  ayat (1) pasal  lnt  dapat d{ lakukanberrdasarkan nlasan-arasan dangan la la i  pJnyetoran
bsr l<alei  atas semua hasl l  f iungr l t in reir ibusf  lang telahdi  Iakukarr  oIeh Bendaharawan khuaue pener lma dalamwal<tu yanE; dJtentukan.

(3) SetrdahArawan khugus pener lma yang bertugas memungutretrrbtrsr  se' !ambat- lambatnya fanggat 
-  

ro setrapbu' lann),a sudah menyampalkan laporan- iepaOa ataJannyadengan monyanlpalkan tembuean kepada Bagian KeuanganOae rah .
BAB IX

PEIIAOIHA}I DAII PENGAIYASAN
Pasal 1 I

(1)  Apeb' i  ' la rotr i  busi  yanag dlmaksud pasal  g dan pasal  9'  Porat 'urerr ' )  Daerah in1 sarnpa{ denga;1 batas akhi i - -  yang
di torr tu l<an tr i rum cI l  l rJnagi ,maka xepira Daera6 molakut<anpsnogJ han dengan suret  palcea

(2) surat  pnttaa d{ keluarkan setelah yang terhutang
retr lbur{  d lbor. l  por lngatan dnn teguran sicual  denganporaturan yang ber l  aku.

(3) Retr ' lbusl  yang terhut6ngr blaya per lngatan, blaya
t oguran dan bl  a.va penyarnpa I  an ream{ eurat  paksi  dapi t
d l tag' lh dcngan surat  t rakea.

pasal  i  s

Pengawasan pelaksanaRn paraturan Daarah l r r l  d i lakukan oleh
Kopal a 0aerah atau PeJabat yang dt tunJuk oleh Kepala
Da.e r  ah .

8A8 X
KFTFNTUI.N PIDANA

Bagl an p6rtama
SANKSI PIDANA

Pasa I  t 'B

(1 )  Barnng slapa molanggar 'ketontuan dalam peraturan
Daerah ln{  d{ancam pldana kurungan pal  lng lama 1
(satu) tahun otau dcndo sebanyak-banyaknyd i  (empat)
kal  I  ret  r ' lbuel  te rhut ang. .
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(2) Tl  ndak P1 dana sobagalmana dlmaksud ayat (  I  )
pe I  anggaran.

ada I  ah

Bagl an Kedua
SANKSI ADMINIETRATIF

Paeal 17

Set ' lap waJlb retr lbus' l  yang t ldak melaksanakan kewal lban
nya lehin0ga meruglkan Kcuangan Daerah dlkenakan sanksl
adml rytst  rat  J f  berufra :

&.  Penghent i  an gementara dan atau Pcnghent I  an socara
permsnelr  tarhadap akt  1vI tas usaha/keglatan.

b.  Perrcabu' ta l r  iz  in sementara r lan atau selamanya.

BAB XI
PENYI DI KAN

Pasal  1 8

(1) Pejabat Pegawai t . leEor i  S{pl1 ter tentu dl l ingkungan
Penrer i6tal t  Daerah dlber l  wewonang sebagal  p€nyidl l (
t  i  ndak Pi  dana.

(2) wewenang sebagalmana dimaksud ayat (1 )  adalah :

e. .  l , ter ler  i rne,nrencar{ ,mengtrmpulkan dan menel i t i  keterang
an atau lapo;atr  berkenaan dengan t lndak pidana agar
keterangan atau laporan tersebut menlgdl  lengkap
dan Jelas.

b.  lJeminta kaieirangan clnn bnhan buktt  dar l  goseorang
atnu Badan sehubungan dongan t lndak Pldana.

c,  Me' la l lu l<an t lndal<an portama pada eaat i tu dl tempat
kejad' lan ser ' tn rnolnl tukan pemer{ksaan.

d.  Me' lakukan pol ly i taan bencla atau 9urat .

e .  t " lemot t 'et  seiecrang l /ang berkol tnn dengan t indak
p ic iana t  ersefrurt  .

f  .  . l . tenrangg. l  
' l  ,  B6s6()rang untuk c l ldengar:  keteranganr lya

dan ct1per{ksa sebaf ia i  tersangka atau gnkal  
'

g .  t ' . le lyu rul t  be rhont 1 dan nt  au me I  arang 3c360ral l9
rnenlrrggal l<an l 'uan0an atau tempat pada eaat
pemcr 1 ksaatr  sodang b'or1 ang' '3un9.

t ,  .  h lepglrent j  L: t r t r  penyl  c l l  kan setel  ah mondapat petunJuk

bahwa t  l  dal< terdapat cukup bukt I  atau per{  st  lna
- tors 'eb,r t  br : f ran merupakan Tindak Pldana dan

.s€, ' lanjutnya membtrr i tahukan kepada Penuntut  Umum dan

kol  uargan)/&.

i  .  Mengur la l lan t  {  nrJnkan ' la i  n menurut Hul<um yang <lapct

di  Pert  crnggung J awabkan.

I
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1 )  memberi tahukan
dimula' inya penyidikan dan menyampaikan laporan hasi l
penyi  d i  kannya kepada Penuntut  Umum sesuai  dengan
ket ent uan undang-undang Nomor rq rahun 1 gg1 t  ent  ang
Hukum Acara Pidana.

KErENri i i  r lAiLiHAN
Pasal 1 9

Dengan di  ber ' l  akukannya Peraturan Daerah in i  maka peraturan
Daerah Kabupaten Indragi  l i  Hi  1 i  r  Nomor 6 Tahun lggz
di  nyat akan t  i  dak ber ' l  aku I  agi  .

BAB XII I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-ha' l  yang belum diatur dalam peraturan Daerah in i
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

I

t

it
F
l.

IT

t!
tI
Ir
lr
lr
l l

(1)

(2)

Pe rat  u ran Dae rah
d i  undangkan .

' l  n] mulai  ber laku sejak tanggal

Agar semua orang dapat menget ahui  nya memeri  nt  ahkan
pengundangan Peraturan Daerah in i  dengan penempatannya
dal  am Lembaran Daerah Kabupat en Indragi  r i  Hi  I  i  r .

D' i  t  et  apkan d i  Temb' i  ' l  ahan .
Pada tanggal  :  13 September 2000.

I  NDRAG RI HILIR
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PERATURAN DAERAH
NOMOR

PENJELASAN
KABUPATEN INDRAOIRI HILIR
6E TAHUN 2OOO

TENTANG
PEMBUANGAN LIMBAHRETR I BUS I

I .  U M U M

Bahwa untuk mencegah tJmbulnya poncamaran aklbat
pembuangan Limbahrdiper lukan adanya upaya penanggulangan,
pengendal lan dan pengawasan l lngkungan, dan kepada Daerah
diber ikan kewenangan untuk mengatur usaha-usaha sEbaga{mana
te' lah dl tentukan da' lam undang-undang Nomor zg rahun 1997
tentang Pengelo ' laan Lingkungan Hldup.

Sesua{ dengan upaya menclptakan I  lngkungan ysng
baik dan sehat dapat mendukung penggal lan sumber pendapatan
As I  i  Daerah.

Berdasarkan ural  an t  ersebut dl  at  as
Peraturan Daarah Kabupaten Indragl  r l
Ret r l  busi  Pembuangan L' lmbah.

per lu dl tetapkan
Hl lJ r  Tentahg

I  I .  PASAL DEMI PASAL.

Pasa' l  1 s/d 21 :  Cukup J e ' l  as .


